
 
 
 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR 60 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARONOMOR 05 TAHUN 

2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KARO NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARO, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 

2016 telah ditetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 
06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi; 

  b. bahwa sehubungan dengan belum ditunjuknya perangkat 
daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi di dalam Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga 
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Karo 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 
06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66); 

 
 
 
 
 
 
 

4. Undang – Undang … 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Peraturan … 



 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 
tentang PembentukanPerangkat Daerah Kabupaten 
Karo(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 
03); 

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang   
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta   
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Karo Tahun 2016 Nomor 35); 

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 47 Tahun 2016 tentang       
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita 
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 47); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO 
NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06 
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI.  

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi(Berita Daerah Kabupaten Karo 
Tahun 2016 Nomor 47) diubah sebagai berikut: 
Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
 
      Pasal 11A 
 
Memerintahkan Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Karo untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf h. 

 

 

 

 

 

 

Pasal II … 



 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 
 

 
 


